
Resume Sesi Paralel 1 
Peran Dinas Kesehatan dalam 

Pengawasan JKN 



• Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan JKN 
masih belum jelas; belum ada payung hukum 
pendelegasian kewenangan dari DJSN 

• Jika ada pendelegasian, dinkes siap tetapi, 
agar disertai dengan pendanaannya 

• Pada masa awal JKN (2,5 bulan pertama), 
Dinkes sangat sibuk dengan upaya 
mempersiapkan jajarannya dan organisasi 
profesi kesehatan sebagai provider (PPK I) 



• Dalam masa awal JKN, inisiatif dan “keberanian” 
Kepala Dinkes dibutuhkan untuk mengatasi 
permasalahan yang timbul dengan adanya JKN; 
 melalui komunikasi dan koordinasi (tanpa 
payung hukum) 

•  bukan solusi sistem, tapi mengandalkan 
inisiatif individu 

• Ke depan perlu untuk meningkatkan kualitas 
kepala dinkes untuk menjalankan fungsi regulasi 
dan pengawasan melalui persyaratan jabatan  

 



Resume Sesi Paralel 2 
Peran Direktur RS dalam 

Pencegahan Fraud 



Rekomendasi untuk Direktur RS 

• Memahami fraud  
• Mengembangkan sistem pencegahannya secara internal, 

termasuk pembenahan tata kelolanya 
• Meng-encourage semua staf khususnya klinisi agar 

memahami dan terlibat dalam pencegahan terhadap fraud 
• Mengembangkan sistem pengawasan internal (misalnya 

mengoptimalkan SPI dan waskat) 
• Monev secara reguler 
• Melakukan advokasi dan memberikan masukan terus 

menerus pada pembuat kebijakan  
• Kembali ke filosofi dan misi RS 

 
 



Rekomendasi Strategi 

• Setiap Provinsi perlu membentuk dewan 
pengawas BPJS 

 

 



Kesimpulan Diskusi Pararel 3 

Peran Komite Medik dalam 
Pencegahan Fraud 



Struktur & Proses Komite Medik 

• Dari penelitian di 30 RS di Jateng 
menunjukkan perlu ada peningkatan standar 
struktur dan proses komite medik untuk 
meningkatkan efektifitas kinerja RS  



Efektifitas Kinerja Komite Medik 

Sesuai Permenkes 755 tahun 2011 

• Mutu: kesesuaian antara pedoman pelayanan 
dengan praktek (EBM, CP)  mencegah abuse 

• Etika: peningkatan pemahanan  mencegah 
fraud 

• Kredensial  



Peran BPRS meningkatkan kinerja 
Komite Medis 

• Mengembangkan framework nasional, terkait 
antara pembagian tugas-wewenang antara: 

– BPRS 

– BPRS Provinsi 

– Dewan Pengawas 

– Direktur RS 

– Komite Medis 



Peran Forum Komite Medik PERSI 
dalam pencegahan fraud 

• Membangun kesadaran para komite medik 
terkait dengan JKN 

• Mendorong pemerintah melakukan berbagai 
perubahan untuk memperbaiki sistem 
pelayanan kesehatan (mulai dari pajak alkes, 
hingga UU malpraktek) 

• Mendorong dokter untuk berubah juga (mulai 
dari pendidikan hingga remunerasi dokter) 

 



Berbagai Topik Penelitian 

• Kurikulum pendidikan tenaga kesehatan untuk 
mendukung pencegahan fraud 

• Efektifitas komite medik dalam mencegah fraud 

• Pemahaman para praktisi RS tentang fraud 

• Metoda deteksi fraud 

• Bentuk-bentuk fraud 

• Sistem pengawasan RS dalam pencegahan fraud 
(terkait dengan Dewas – BPRS) 

• Fraud di RS Pendidikan 

 


